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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PEENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
28/PID.SUS/2021/PN BBS dan PUTUSAN NOMOR 75/PID.SUS/2022/PN
BAN)”. Adapun permasalahan pada penelitian ini : 1. Bagaimana Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan. 2. Apa Pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
Terhadap Anak Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/Pn Bbs Dan Putusan Nomor
75/Pid.Sus/2022/Pn Ban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative.
Pada penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PN BBS Dan
Putusan Nomor 75/PID.SUS/2022/PN BAN ), Hasil Penelitian ini menunjukkan
bahwa Semakin meningkatnya kriminalitas di indonesia berakibat timbulnya
berbagai macam modus dalam terjadinya tindak pidana , salah satunya adalah
pencabulan anak. Kejahatan seksual yang terus ‘meningkat setiap tahunnya
merupakan pembuktikan bahwa pemberlakuan hukuman bagi pelaku kejahatan
seksual terhadap anak masih belum dapat dikatakan sebagai hukuman yang
membuat efek jera bagi pelakunya ataupun sesecrang yang ingin melakukannya .
Anak-Anak perlu mendapatkan suatu tindakan perlindungan yang termuat dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di Indonesia memberikan jaminan
hak-hak dan kewajiban pada korban yang dimuat dalam Undang-Undang No.23
Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini memutus perkara pada
Terdakwa hakim memiliki pertimbangan. Pertimbangan yang memberatkan adalah
perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa dapat
menimbulkan trauma dan rasa takut bagi korban yang masih anak-anak.
Pertimbangan yang meringankan adalah Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui
terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih anak-anak yang
diharapkan masih dapat memperbaiki diri di masa depan.

Kate Kunci : Pencabulan Anak , Perlindungan Anzk , Putusan Hakim

Pembimbing Utama,

Mengetetahui,
Ketua Bagian

Rd.Muhammsd ikhsan S H M.H..
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu
bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak
perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Proses
pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan bagian penting dari masa
kanak-kanak.! Tetapi pada kenyataanya yang terjadi di indonesia, seringkali
anak mendapatkan perlakuan yang mengandung unsur kekerasan, salah
satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kemajuan ini
teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang sering terjadi tidak hanya
kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap

kesusilaan juga semakin lama terus meningkat.

Salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi belakangan ini adalah
tindak kejahatan kesusilaan banyak mengarah pada kejahatan seksual. 2
Korbannya berada di bawah ancaman fisik atau psikologis, kekerasan, dan
dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur, atau mengalami
keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak

dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa

1 Kartini Kartono, Psikologi Anak, (Bandung: Alumni, 2002), him. 18.
2 Harrys Pratama Teguh, “Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalm Hukuman Piadana”,
(Yogyakarta: C.V Andi Offeset, 2018), him, 19-23.



yang terjadi padanya.Pelecehan seksual anak di bawah memerlukan

perhatian khusus.?

Sesorang ahli Hukum Moeljatno mendefinisikan, seksual merupakan
perilaku keji yang melanggar dengan menggunakan hasrat seks.* Pencabulan
merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab ke-XIV dari
KUHP, ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk
mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap
perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk

perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila.

Perbuatan pencabulan terhadap kesusilaan bertentangan dengan
pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau
dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan
atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasan
masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.® Tindak
pidana perbuatan cabul ini terjadi tidak hanya di kota-kota besar, bahkan terjadi
di desa-desa terpencil yang kebanyakan disebabkan oleh faktor- faktor
penunjang seperti rendahnya atau kurangnya pemahaman akan nilai-nilai
agama dan moral. Tidak menutup kemungkinan seorang pelaku adalah orang

luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang

3 Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: CV Novinda
Mandiri, 2001) , him.54

4 Moeljatno , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, (Jakarta: Bumi Aksara,
2003), hIm.106

> Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma
Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009) , him.1



bahwa Putusan tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-
adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak
masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis
terhadap perkembangan anak. ® Anak-anak sangat rentan menjadi korban
pencabulan karena disamping mudah dirayu juga tidak mempunyai kekuatan
untuk melawan , Pelaku kekerasaan seksual pada umumnya adalah orang yang
dekat atau yang dikenal oleh anak, seperti orang tua kandung, orang tua tiri
anak, kakek, tetangga, sahabat dari orang tua atau teman, pengasuh, guru

maupun orang yang sama sekali tidak dikenal oleh korban.

Di Indonesia sudah ada Undang-undang yang mengatur masalah berkaitan
dengan perlindungan anak,’” yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang
menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku
tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, oleh sebab itu hal-hal
yang mengkhawatirkan adalah tindak pidana pencabulan sekarang ini tidak
hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak di bawah

umur.8

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat

hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan

® Topo Santoso, Kriminologi , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) , him.4
7 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

8 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya,
2002), him.76



martabat kemanusiaan. Undang-undang ini juga bertujuan melindungi anak
agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan.® Pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan
secara rinci definisi Anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 tahun dan
bahkan masih dalam kandungan”. Tahapan perkembangan anak memiliki
beberapa fase pertumbuhan yang digolongkan berdasarkan perkembangan

jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadaptindak
pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan
perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Sehingga anak dapat
bertanggung jawab , dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik
mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya perlindungan

anak pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
tujuannya adalah untuk menjamin terwujudnya hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi,
guna mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan

sejahtera. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan

® Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 , LN No.109
Tahun 2002, TLN No0.4235.

10 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2011), him.18



tugas dan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat.!! Hal ini menjadi
Topik persolan yang perlu diteliti karena banyak sekali kejahatan bentuknya
bermacam-macam modus.'? Permasalahan yang dapat dilihat sebagai masalah
yang sangat membutuhkan solusi agar meminimalkan terjadinya tindak

kejahatan.

Dalam Pasal 76D Undang-undang Nomnor 35 tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman
Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau

dengan orang lain” .
Pasal 81 ayat (1)

“Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pelaku pada tindak pidana pencabulan terhadap anak merasa bahwa anak-
anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.
Karena palaku berpendapat bahwa anak-anak diangap tidak mengerti bahwa

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan suatu tindak

11 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008) , him.1

12 Darin Arif Mu’alifin, dkk , Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur
YangMenjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan , 2019, Jurnal , Vol.8 No.1 , hIm.9 ,
https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/493 , diakses tanggal 12
Agustus 2022 , pukul 11.58
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pidana atau bahkan anak-anak tidak memiliki keberanian untuk menolak
keinginan pelaku karena adanya ancaman atau iming-iming akan diberikan
hadiah. Korban pada anak pencabulan yang akan sangat berdampak dengan

tumbuh kembangnya jiwa anak atau dampak psikologi pada anak.™

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat meresahkan masyarakat
pada anak akan menyebakan ketraumaan yang akan melahirkan sikap tidak
sehat seperti misalnya minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa pada
anak merasa terganggu dan akhirnya berakibat keterbelakangan pada mental.
Hal ini menjadi kenangan buruk bagi anak korban pencabulan. * Kekerasan
anak yang terjadi di Indonesia sebagai karena buruknya kualitas pada
perlindungan terhadap anak, yang menganggap anak belum cukup mampu
untuk hidup mandiri tentunya hal tersebut anak perlu perlindungan dan
pendampingan dari orang dewasa. Aparat penegak hukum dapat memberikan
sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.
Hal ini agar yang dapat memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana

kekerasan terhadap anak.

Dari gambaran yang telah di jabarkan di atas , maka penulis menetapkan
untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK

13 Wiji Hidayati dan Sri Purnami, Psikologi Perkembangan , (Yogyakarta: Teras, 2008),
him.135

4 Ony Rosifany , Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah
Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak , 2020 , Jurnal , Vol. 5 No.2 , him.91,
http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/L G/article/view/5112 , diakses tanggal 12 Agustus 2022
, pukul 12.02
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PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
28/P1D.SUS/2021/PN BBS DAN PUTUSAN NOMOR

75/P1D.SUS/2022/PN BAN)

B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah ini adalah sebagi berikut :
1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana
Pencabulan ?
2. Apa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Pelaku
Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Putusan Nomor

28/Pid.Sus/2021/Pn Bbs Dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/Pn Ban?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagi berikut :
1. Mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Korban Tindak Pidana Pencabulan
2. Mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan
sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Putusan
Nomor  28/Pid.Sus/2021/Pn  Bbs  Dan  Putusan Nomor

75/Pid.Sus/2022/Pn Ban

D. Manfaat Penelitian
Penulis mengharapkan banyak manfaat yang dapat diambil serta di
implementasikan baik bagi penulis , para akademisi ,dan para aparat penegak
hukum serta tersangka anak suatu tindak pidana. Manfaat yang dapat diambil

dari penelitian ini yaitu :



1. Manfaat Teoritis
a) Menambah pemahaman dan pengetahuan terhadap Pertimbangan
Hakim Pelaku Pidana dalam melakukan Pencabulan.
b) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu
bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang pecabulan Anak
2. Secara Praktis
a) Dapat memberikan pengetahuan kapada masyarakat dalam
pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap anak pada pelaku
tindak pidana pencabulan
b) Diharapkan memberikan informasi dari semua pihak, khususnya
aparat penegak hukum khususnya Hakim untuk menambah
pengetahuan dalam bidang hukum pidana
E. Ruang Lingkup
Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup
penelitian ini memfokuskan pada Pertimbangan Hakim serta Perlindungan
Anak dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak .

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Anak
Komitmen negara tentang perlindungan anak telah ada sejak
berdirinya Negara Indonesia, hal itu dapat dilihat dalam konstitusi dasar
pembukaan Undang-Undang dasar 1945 Kesejahteraan umum dan

mencerdasakan kehidupan bangsa dalam hal ini termasuk juga anak.'®

15 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, (Jakarta: Gramedika Pustaka Utama, 2010), him.42



Perlindungan anak adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat memenuhi hak dan
kewajibannya untuk dtumbuh dan berkembang secara wajar , jasmani,
mental dan sosial.®

Perlindungan Anak merupakan suatu perlindungan hukum yang
membawa akibat hukum, oleh karena itu perlu adanya suatu jaminan
hukum. Dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. !’
Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang menunjukan adanya
relevensi yang cocok dengan konsep perlindungan anak dan perlindungan
hukum terhadap anak yang sistematik seperti yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah

diperbaharuhi menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Teori Pertimbangan Hakim
Putusan hakim adalah keputusan tertinggi dari suatu perkara yang
diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a) Keputusan mengenai peristiwa, dapat dilihat terdakwa terbukti atau

16 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, ( Bandung: Refika Aditama, 2008 ), him.33

17 Kementrian Peberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
www.kemenpppa.go.id , di akses tanggal 08 Maret 2022 , pukul 14.45

18 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), him. 74.
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b)

10

tidaknya secarah sah melakukan perbuatan tindak pidana.

Keputusan mengenai hukum, jika terdakwa terbukti melakukan tindak

pidana yang diatur dalam UU

Keputusan mengenai pidana, apabila terdakwa dapat di pidana. Majelis
Hakim dalam menjatuhkan putusan itu harus didasarkan apa yang telah
ditentukan oleh Undang-Undang dan mempertimbangkan segala
penampilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih rendah
dari batas minimal dan hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang
lebih besar dari batas maksimum yang telah ditentukan oleh Undang-
Undang. Ada beberapa teori yang dapat digunakan hakim untuk
mengambil putusan. Menurut Mackenzie, ada sejumlah teori atau
pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan

suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang
ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak- pihak yang

tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan
dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan
menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap

pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim dapat melihat
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keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam
perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara
pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni,
lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari

Hakim.!®

3. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok
perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan
sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan
hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan
hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

4. Teori Pendekatan Keilmuan
Proses penjatuhan pidana dapat di lakukan secara sistematik dan penuh
kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan
terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

5. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman seorang hakim dapat membantu mereka dalam
menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya dalam sehari-hari.

6. Teori Kebijaksanaan

19 Raja, J. S., Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: CV Pustaka Setia,2014), him.258
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Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga
dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina,
mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia

yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus
dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut

Van Apeldoorn, hakim haruslah:

1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-

kejadian konkrit dalam masyarakat.

2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.?°
G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi jenis penelitian hukum
normatif. Metode normatif yaitu menjawab permasalahan digunakan sudut
pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, selanjutnya
dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas, serta mencari bahan dan informasi yang
berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan
perundang-undangan karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-

buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang

20 Marlina, Peradilan Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative
Justice, (Bandung: PT. Grafika Aditama, 2009), him. 32
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berhubungan dengan masalah yang diteliti.?

. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari

literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, sebab penelitian ini

merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada

data sekunder, Data yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah data

sekunder terdiri dari :

.
1)
2)

3)

4)

5)

6)

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak ( Lembaran Negara No. 153 Tahun 2012 , Tambahan
Lembaran Negara N0.5332)

Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
( Lembaran Negara Republik Indonesia No0.297 Tahun 2014,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0.5606 )
Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Lembaran
Negara Repubik Indonesia No.237 Tahun 2016, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia N0.5946 )

Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

21 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), him.105-106
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Seksual (Lembaga Negara Republik Indoensia No.120 Tahun 2022,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia N0.6792)
7) Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PN BBS
ii. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder merupakan hasil karya para ahli hukum berupa
buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana, penelusuran internet, jurnal,
surat kabar, makalah, skripsi, tesis, bahan ajar maupun disertasi yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang isinya tidak
mengikat dan berhubungan dengan skripsi ini. Data sekunder diperoleh
dari berbagai literatur, dokumen dan hasil olahan yang diperoleh dari
berbagai sumber.
iii.  Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis serta
mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan yang

berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.??

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005),
him.11
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam
melakukan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif
dilakukan dengan cara membaca, memahami , mengutip dokumen peraturan
perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel dan
sebagainya , baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi
informasi (internet). Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu
sama lain untuk dapat membahas dan menjawab permasalahan dari skripsi
ini dan akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam
penulisan ini.
5. Analisis Bahan Hukum dan Pengambil Kesimpulan
Analisis Data, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh dalam
penelitian tersebut dengan cara data yang telah dikumpulkan akan disajikan
dalam uraian dan dijelaskan berdasarkan logika, sehingga kemudian akan
diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu engan beranjak dari
prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan
umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan

diuraikan secara sistematis.?®

23 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Balai
Aksara, 1990), him. 12
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